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1. Iatar Belakang perilihan Judul

Renote Sensing By sateLite adalah suatu sistern

identifikasi alan dan/atau penentuan kondisi obyek di atas

permukaan burni dan barang di bawah naupun di atasnya

dengan sarana pengamatan dari udara maupun ruang angkasa

1uar. OIeh karena pengoperasian satel-ite renote sensing

ini di luar angkasa berarti termasuk dalarn jenis benda-

benda angkasa.

Dengan mengfgunakan remote sensing satelite akan

diketahui data yang akurat tentang sumber kekayaan alam

yang ada di buni. Dengan nengetahui keadaan sunber ke-

kayaan alan di buni, satelit penginderaan jarak jauh ini

nenpunyai nanfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat,

nengingat data yang dihasitkan sangat akurat sekali bila

dibandingkan dengan penginderaan mel-alui pesawat udara

yang hasilnya kurang dapat dibanggakan.

Sebagainana di atas, satel-it penginderaan jarak

jauh operasionalnya di ruanq angkasa, yang nerupakan ruang

yang hanpa udara, bebas tidak bertuan, sehingga siapa saja

dapat nengrgunakannya hanya saja untuk keperluan ilrniah

yang menbawa peningkatan kesejahteraan rakyat dan negara

tidak diperkenankan untuk nengklain ruang angkasa sebagai

niliknya. Dengan denikian ditinjau dari segi yuridis ruang

angkasa adalah bebas tidak bertuan hanya saja dipergunakan

untuk kepentingan llniah dengan membawa manfaat bagi



kesejahteraan rakyat.

Nanun dalam kaitannya dengan sateLit penginderaan

jarak jauh ini pengoperasiannya agar dapat rnenghasilkan

suatu data yang akurat, tidak cukup hanya dengan nenenpat-

kan sateLit tersebut di ruang angkasa saja, nelainkan

terdapat suatu sarana atau alat yang diternpatkan pada

suatu wilayah yang hendak di indera tersebut. Jadi peng-

inderaan jarak jauh ini dapat saja neruqikan negara yang

diindera jika pengindera tersebut tidak dengan persetujuan

yang diindera. HaI ini akan berbeda apabita penginderaan

dengan menggunakan pesawat udara, menginqat kedaulatan

suatu negara termasuk wilayah udara, tidak ternasuk wila-

yah angkasa.

Berdasarkan haL di atas menunjukkan bahrra penginde-

raan jarak jauh dengan menggunakan satelit dapat nerugikan

negara yang diindera apabila tanpa persetujuan terlebih

dahulu. Kerugian tersebut tinbul karena kedaulatan negara

yang diindera bearti diLanggar ol-eh negara yang mengin-

deranya. Pelangrgaran yang denikian tersebut ternyata tidak

disadari oleh neqara penqindera dengan alasan bahlra ruang

angkasa merupakan ruangan yang bebas tidak bertuan, se-

hingga siapa saja bebas nenggunakan ruang angkasa terse-

but, yang bearti penginderaan jarak jauh menggunakan

satelit tidak melanggar kedaul-atan negara yang diindera

neskipun tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Berlandasan uraan di atas nenarik saya untuk menba-



has dalarn suatu skripsi dengan mengarnbil judut '.PEn.Llfl-

IXTNGAN il'KAX BreI trECIRA Y,/flG DIIflDEFIA AKIBAT PEE@JNAAIT

REN('EE SENSIre NT SATEI.TFE OI,ffi EreAR;A PffiGIflDERA"

Sedangkan perrnasalahan yang diajukan adalah : Adakah

perlindungan hukum bagi neqara yang diindera akibat peng-

qunaan renote sensing by satelite ?

2. frriuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengeta-

hui lebih lanjut perlindungan hukura yang diberikan oleh

neqara pengindera terhadap yang dii-ndera, karena dengan

penginderaan jarak jauh nengrgunakan satelit, rnaka negara

yang diindera tanpa persetujuan, kedaulatannya jelas

dil-anggar. Denqan nengetahui lebih J,anjut akan diperoleh

pemecahan atas nasalah tersebut, sehingga dapat digunakan

sebagai sunbangan pernikiran apabila nenghadapi pernasala-

han yang denikian.

3. Jadsal waktu penelitian

Jadwal waktu penelitian dalan penyusunan skripsi

ini saya bagi nenjadi tiqa tabap, yaitu :

- Tahap pertama persiapan penlnrsunan dipertukan

enpat minggu;

- Tahap kedua pengumpulan data diperlukan waktu

ninggu, dan;

waktu

empat



- Tahap ketiga pengolahan dan anatisis data diperlukan

waktu enpat ninggu.

4 . l{etodolo<ri

Pendekatan salahan dalarn penyusunan skripsi ini

menggunakan netode yuridis analisis, rnaksudnya pernbahasan-

nya didasarkan rnenganalisis suatu peraturan perundanq-

undangan yang akan diterapkan terhadap pernasalahan yang

dibahas. sumber data berupa data sekunder yang bersurnber

dari bahan kepustakaan r yang terdiri dari bahan hukum

priner dan bahan hukum sekunder. Bahan hukun priner neru-

pakan bahan hukum yang besifat nengikat, daLan ha] ini

kebiasaan internasionaL, doktrin-doktrin dan norna-norma

hukurn internasional- lainnya yang ada kaitannya dengan

permasalahan yang dibahas. Sedangikan bahan hukun sekunder

yaitu bahan hukurn yang bersifat nenjelaskan bahan hukun

priner yang terdiri dari pendapat para sarjana, Iiteratur

dan bahan perkuliahan serta berupa makalah yang ada kait-

annya dengan nasalah yang dibahas. Sedangkan pengumpul"an

data dianbil dari data sekunder yang dikumpulkan dengan

studi kepustakaan, yaitu dengan cara Dembaca, nenpelajari,

nengidentifikasi, nenginventarissasi dan kenudian nengk-

lasifikasikan keselurulr data, dengan cara tersebut naka

akan diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masa-

Iah yanq dibahas. Pengolahan data dalar0 skripsi ini neng-

gnrnakan metode deskriptif analistis, rnaksudnya pengol-a-



hannya didasarkan atas rnenganalisis suatu bentuk peraturan

dalan hal ini prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh per-

serikatan Bangsa Bangsa kemudian disirnpulkan nenjadi

khusus, sehingga diperoleh jawaban atas nasalah.

Sedangkan analisis datanya dilakukan secara desk-

riptif kualitatif naksudnya roenganalisis berdasarkan

ganbaran atau keadaan yanq senyatanya nengenai p€nginde-

raan jarak jauh nenggunakan satelit sebagai upaya untuk

nenjawab permasalahan yang ada.

5. Pokok Hasil Penelitian

Penginderaan suatu negara terhadap negara lain

tanpa ijin berarti nelanggar kedaulatan negara yang diin-

dera. Pelangqaran tersebut dapat dihilangkan nelalui

persetujuan negara yang diindera, tj-dak menyebarkan hasil

penginderaan kepada negara Iain tanpa persetujuan negara

yang diindera.

Bagi negara yang diindera apabila nerupakan anggota

Perserikatan Bangsa Bangsa, penginderaan harus dilakukan

dengan seijin dari Sekretaris Jendral perserikatan Bangsa

Banqsa dan nenberikan hasiL penginderaan tersebut kepada

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangtsa Banqsa.

6. KesinpuLan dan Saran

Uraian dan pernbahasan skripsi sebagaimana yang saya



sajikan pada bab sebel-unnya adalah perihal penggunaan

satelit penginderaan jarak jauh hingga saat ini belurn ada

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga

tirobul- suatu perbedaan prinsip antara negara maju dalan

hal ini Amerika Serikat dengan negara berkenbang khususnya

yang berkaitan dengan persetujuan dari negara yang diin-

dera. Pengindera jarak jauh dengan menggunakan satelit

apabila yang diindera adalah negara lain dengan tanpa

persetujuan, berarti telah terjadi pelanggaran kedaulatan

dari negara yang diindera oleh negara pengindera. Dalam

ha1 pengideraan jarak jauh nenggunakan satel-it, perserika-

tan Bangsa Bangsa nengambil tindakan sebagai jalan tengah

dengan merumuskan datan prinsip-prinsip, namun prinsip-

prinsip tersebut masih dalan bentuk rancangan, sehingga

beLun dapat digunakan sebagai landasan.

Agar perbedaan prinsip antara negara naju dengan

negara berkenbang cepat dapat diatasi, maka seharusnya

Perserikatan Bangsa Bangsa merea1isiasi prinsip-prinsip

yang diusulkan tersebut, agar dapat digunakan sebagai

landasan negara yang diindera tanpa persetujuan untuk

nenuntut hak-haknya.


